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RINGKASAN

Yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama
dari segi tujuan. Tujuan yayasan ini harus bersifat sosial dan idiil, tetapi tidak ada
undang-undang yang melarang yayasan untuk menjalankan perusahaan. Walaupun
pada hakikatnya yayasan ini tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan, tetapi
karena banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada yayasan, baik
dari segi prosedur pendiriannya, maupun operasionalnya, sehingga banyak orang
atau badan yang sengaja mendirikan yayasan.

Undang-undang Yayasan telah memperkenankan yayasan untuk
mendirikan badan usaha dengan ketentuan bahwa penyertaan kekayaan yayasan
paling banyak 25% dari seluruh kekayaan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan
agar setiap yayasan yang hendak mendirikan badan usaha hendaknya
mempertimbangkan dengan cermat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk
menghindari agar yayasan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian
yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pendirian yayasan pada dasarnya bertujuan sosial, namun dalam praktiknya
terdapat pendirian yayasan yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata.
Sebagai contoh Yayasan Beasiswa Supersemar yang pada masa kepemimpinan
Presiden Soeharto telah banyak merugikan keuangan negara melalui penyaluran
beasiswa kepada Pelajar dan Mahasiswa. Dan sejak meninggalnya mantan
Presiden Soeharto telah meninggal dunia telah diajukan gugatan perdata terhadap
mantan Presiden Soeharto maupun terhadap Yayasan Supersemar melalui Jaksa
Pengacara Negara pada tanggal 9 Juli 2007 dengan Nomor Registrasi Perkara
Nomor 904/Pdt/G/2007/PN Jaksel. Dalam gugatan tersebut, Jaksa Pengacara
Negara menuntut pengembalian dana yang telah disalahgunakan senilai 420 juta
dolar AS dan Rp.185 miliar, ditambah ganti rugi immateriil Rp.10 triliun dengan
mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk
berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan
sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan,
melainkan juga adakalanya bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus,
dan pengawas. Selain itu, di dalam melaksanakan kegiatannya tidak tertutup
kemungkinan yayasan melakukan hubungan dengan pihak ketiga, kemudian di
antara sesama pengurus di dalam mengelola yayasan bersekongkol untuk
menguras harta kekayaan yayasan, hingga kemudian yayasan ini dinyatakan pailit
oleh karena banyak utangnya.

Undang-undang Yayasan semakin membuka peluang bagi yayasan untuk
berbisnis, walaupun keikutsertaan di dalam bisnis ini dibatasi hanya 25% dari
kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Di dalam Undang-Undang yayasan tidak
dijelaskan kriteria usaha yayasan untuk dapat dikatakan hanya merupakan alat dan
bukan sebagai tujuan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan oleh
yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kegiatan usaha badan usaha tersebut mempunyai cakupan yang luas
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antara lain; hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen,
pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat
ditentukan 2 (dua) rumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut: (1) bagaimana
hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya; (2) apakah akibat
hukum yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum unit usaha
yayasan dengan yayasannya; dan untuk menganalisis akibat hukum yayasan yang
menyertakan modal ke dalam unit usahanya. Tipe penelitian yang digunakan
adalah dipergunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-
undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka hasil penelitian ini adalah,
bahwa hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya diselenggarakan
dalam rangka pelaksanaan dari tujuan yayasan, kegiatan unit usaha yayasan
meliputi: usaha di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesenian,
olah raga, lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan hak asasi manusia.
Penyelenggaraan unit usaha yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan bisa juga
Pembina mengangkat pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian Yayasan untuk
membentuk unit usaha yayasan yang sesuai dengan tujuan yayasan, dalam Pasal
35 ayat (3) dan Pasal 6 UU Yayasan, Pengurus Harian ini yang melaksanakan
kegiatan yayasan sehari-hari dan berhak mendapat imbalan atau kontra prestasi
atas pekerjaannya. Karena terdapat hubungan antara yayasan dengan unit
usahanya maka pengurus yayasan wajib membuat dan menyimpan catatan atau
tulisan yang berisi keterangan serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha
yayasan selanjutnya wajib membuat dan menyimpan dokumen keuagan yayasan
berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan dan wajib
menyusun laporan tahunan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun.

Akibat hukum dari yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit
usahanya yakni Pengurus yayasan bertanggungjawab sepenuh atas pengelolaan
kegiatan usaha yayasan dan apabila terjadi salah kelola oleh pengurus maka
berdasarkan konsep organ yayasan: pengurus merupakan wakil dari yayasan
dalam melakukan semua perbuatan hukum baik untuk kepentingan sosial
sebagaimana tujuan yayasan maupun untuk menyelenggarakan keuntungan bagi
yayasan. Apabila pengurus dinyatakan salah kelola yang merugikan yayasan
dalam tindakannya yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga yayasan, bertindak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya
ataupun bertindak yang mana tindakan tersebut tanpa memperoleh persetujuan
dari dewan pendiri maka, pengurus bertanggungjawab secara pribadi. Terkait
dengan tanggung jawab yayasan maka apabila tindakan-tindakan pengurus
tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sesuai
dengan kewenangan yang diberikan oleh yayasan, dan bertindak sesuai dengan
persetujuan para Pembina dan pengawas, maka apabila tindakan pengurus tersebut
telah merugikan pihak ketiga maka yayasan yang bertanggungjawab.



ABSTRACT

Law on Foundations allow for the foundation to establish a business entity
provided that the inclusion of the foundation of wealth at most 25% of all the
wealth of the foundation. In its work it is possible that the foundation had
intercourse with a third party, then among administrators in managing the
foundation conspired to drain the assets of the foundation, until then the
foundation was declared bankrupt by as many debts. However, the Law on
Foundations raises the possibility for the foundations to do business, although
participation in this business limited to only 25% of the property owned by the
foundation.

Based on the above, the formulation of the problem is determined, namely:
(1) how the legal relationship with his foundation foundation business unit; (2)
whether the legal consequences which include the foundation capital into the
business units. This type of research is legal research methods to statute approach
and the conceptual approach.

Results of this study is that the legal relationship business unit foundation
with a foundation organized in the framework of the implementation of the
purpose of the foundation, activities of the business unit the foundation include:
efforts in the fields of education, science, health, art, sport, the environment,
consumer protection and human rights , Implementation business unit foundation
conducted by the Foundation Board of Trustees could also lift the implementing
activities or the Executive Committee of the Foundation to form the foundation of
business units in accordance with the purpose of the foundation. While the legal
consequences of a foundation that includes capital into the Board of the
foundation of its business units fully responsible for managing the business
activities of the foundation and in case of mismanagement by the board.

Keywords: Due to the Law, the Foundation, and Equity.



ABSTRAK

UU Yayasan memperkenankan bagi yayasan untuk mendirikan badan
usaha dengan ketentuan, bahwa penyertaan kekayaan yayasan paling banyak 25%
dari seluruh kekayaan yayasan. Dalam melaksanakan kegiatannya tidak tertutup
kemungkinan yayasan melakukan hubungan dengan pihak ketiga, kemudian di
antara sesama pengurus di dalam mengelola yayasan bersekongkol untuk
menguras harta kekayaan yayasan, hingga kemudian yayasan ini dinyatakan pailit
oleh karena banyak utangnya. Namun demikian, UU Yayasan semakin membuka
peluang bagi yayasan untuk berbisnis, walaupun keikutsertaan di dalam bisnis ini
dibatasi hanya 25% dari kekayaan yang dimiliki oleh yayasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka ditentukan rumusan masalahnya, yaitu:
(1) bagaimana hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya; (2)
apakah akibat hukum yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usaha. Tipe
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan
undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach).

Hasil penelitian ini adalah bahwa hubungan hukum unit usaha yayasan
dengan yayasannya diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan dari tujuan
yayasan, kegiatan unit usaha yayasan meliputi: usaha di bidang pendidikan, ilmu
pengetahuan, kesehatan, kesenian, olah raga, lingkungan hidup, perlindungan
konsumen dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan unit usaha yayasan dilakukan
oleh Pengurus Yayasan bisa juga Pembina mengangkat pelaksana kegiatan atau
Pengurus Harian Yayasan untuk membentuk unit usaha yayasan yang sesuai
dengan tujuan yayasan. Sedangkan akibat hukum dari yayasan yang menyertakan
modal ke dalam unit usahanya yakni Pengurus yayasan bertanggungjawab
sepenuh atas pengelolaan kegiatan usaha yayasan dan apabila terjadi salah kelola
oleh pengurus.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Yayasan, dan Penyertaan Modal.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka
kesimpulan dari permasalahan yang diajukan, yakni sebagai berikut:

1) Hubungan hukum unit usaha yayasan dengan Yyayasannya
diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan dari tujuan yayasan, kegiatan
unit usaha yayasan meliputi: usaha di bidang pendidikan, ilmu
pengetahuan, kesehatan, kesenian, olah raga, lingkungan hidup,
perlindungan konsumen dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan unit
usaha yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan bisa juga Pembina
mengangkat pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian Yayasan untuk
membentuk unit usaha yayasan yang sesuai dengan tujuan yayasan,
dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 6 UU Yayasan, Pengurus Harian ini
yang melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari dan berhak mendapat
imbalan atau kontra prestasi atas pekerjaannya. Karena terdapat
hubungan antara yayasan dengan unit usahanya maka pengurus yayasan
wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi
keterangan serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan
selanjutnya wajib membuat dan menyimpan dokumen keuagan yayasan

berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan dan
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wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun.

2) Akibat hukum dari yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit
usahanya yakni Pengurus yayasan bertanggungjawab sepenuh atas
pengelolaan kegiatan usaha yayasan dan apabila terjadi salah kelola oleh
pengurus maka berdasarkan konsep organ yayasan: pengurus merupakan
wakil dari yayasan dalam melakukan semua perbuatan hukum baik untuk
kepentingan sosial sebagaimana tujuan yayasan maupun untuk
menyelenggarakan keuntungan bagi yayasan. Apabila pengurus
dinyatakan salah kelola yang merugikan yayasan dalam tindakannya
yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
yayasan, bertindak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya
ataupun bertindak yang mana tindakan tersebut tanpa memperoleh
persetujuan dari dewan pendiri maka, pengurus bertanggungjawab secara
pribadi. Terkait dengan tanggung jawab yayasan maka apabila tindakan-
tindakan pengurus tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh
yayasan, dan bertindak sesuai dengan persetujuan para Pembina dan
pengawas, maka apabila tindakan pengurus tersebut telah merugikan

pihak ketiga maka yayasan yang bertanggungjawab.

2. Saran
Adapun saran yang dapat penulis ajukan terkait dengan kesimpulan di

atas adalah sebagai berikut:



1)

2)

88

Mengingat motif pendirian Yayasan diantaranya bukan bermaksud untuk
beramal melainkan dengan motif untuk keuntungan pribadi pengurusnya,
maka seringkali pula terjadi penyimpangan hukum dengan melakukan
penghindaran pajak dan mendapatkan fasilitas pajak. Sebenarnya
kegiatan usaha Yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan
pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan umum,
dengan demikian perlu dilakukan yang sesuai dengan Pasal 5 UU
yayasan bahwa seorang pengurus dapat menerima gaji, upah, atau
honorarium dengan syarat yang ketat: pengurus bukanlah pendiri, serta
berekrja secara langsung dan penuh, serta besarnya ditentukan oleh
Pembina.

Sebaiknya Pengurus yayasan harus memperhatikan bagaimana usaha yang
harus dijalankan oleh yayasan agar yayasan bisa mendapatkan dana tanpa
harus yayasan bertanggungjawab sampai harta kekayaan pribadi yang
diterapkan oleh prinsip piercing the corporate veil sebagaimana dalam UU
Yayasan, serta perlu juga dilakukan pengawasan terhadap jalannya suatu
kegiatan unit usaha yang didirikan oleh yayasan tersebut agar tidak terjadi

penyimpangan dan menimbulkan kerugian bagi unit usaha.
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